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Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta 
didik lain. Pendidikan inklusi wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Penyandang disabilitas usia sekolah di Banjarmasin ada 3.897 orang anak. Dari 
jumlah penyandang disabilitas usia sekolah hanya 39,2%, yang bersekolah baik 
itu di SLB dan di sekolah inklusif. Pada tahun 2018 jumlah anak penyandang 
disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusif ada sekitar 817 orang anak. 
Sedangkan jumlah anak penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB ada 545 
orang anak. Pada tahun 2019 terdapat 52 sekolah inklusif, dan 7 sekolah untuk 
anak berkebutuhan khusus di Kota Banjarmasin. Permasalah dan hambatan yang 
mengakibatkan lebih dari 50% tidak menerima pendidikan formal, yaitu: 
kurangnya akses ke sekolah; anak-anak penyandang disabilitas lebih berpeluang 
untuk mengalami perundungan (bullying) di sekolah; keluarga dengan anak-anak 
penyandang disabilitas cenderung menyembunyikan anak-anak mereka di rumah; 
kurangnya guru yang memenuhi syarat dan fasilitas penunjang di sekolah inklusif; 
dan kurangnya fasilitas sekolah dan infrastruktur yang memadai untuk 
penyandang disabilitas.  
Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih jelas bagaimana 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi didapatkan dari subjek 
penelitian yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan beberapa sekolah 
inklusif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif tingkat SMP di Kota Banjarmasin sudah berjalan. 
Kepentingan dari adanya kebijakan pendidikan inklusif ini untuk memenuhi hak 
anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan. Manfaat yang diharapkan 
dari adanya pendidikan inklusif ini agar tidak ada deskriminasi lagi terhadap anak 
berkebutuhan khusus, dan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan 
yang bermutu. Namum didalam pengimplementasian pendidikan inklusif di Kota 
Banjarmasin masih banyak kekurangannya. Sepertinya halnya pemenuhan GPK 
dalam pendidikan inklusif, dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang 
tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin. 
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